GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : ge5 /KPTS/DISBUN/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

525/5133/SJ tentang Panduan Penyusunan Rencana Aksi
Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, sebagai
pedoman bagi pembangunan perkebunan kelapa sawit
berkelanjutan di daerah, Gubernur perlu membentuk Tim
Penyusun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa  Sawit
Berkelanjutan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya

Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3478);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);




d. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka
mengukur kinerja hasil dan dampak dari pelaksanaan
program/kegiatan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit

Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur

Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal %1 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Pertanian RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta




